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Lampiran 1. SK Bupati Pangkep Penetapan Desa Wisata Berbasis

Desa Wisata Alam

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 295 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA BERBASIS DESA WISATA ALAM

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengembangan daya tarik wisata yang
didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah
dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat pengajuan
Geopark Maros Pangkep bergabung dengan International
Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) UNESCO Global
Geopark sehingga mendapatkan pengakuan internasional, maka
perlu menetapkan Desa Wisata berbasis Desa Wisata Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf e , perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan

Kepulauan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Dipindai dengan CamScanner
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p Bupati Pangkujene dan K
Nomor  :2B D Hun 2023
Tanggal : 13 fepruan 2023

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan '
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomeor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, \
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana beberapa kali
berubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik {
Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 |
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia '
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan I
Kepariwisataan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);

Dipindai dengan CamScanner
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p Bupati Pangkajene dan Kepul
Nomor  :245 Tawur 2023
Tanggal : |5 feepuay 2023

8. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 60 Tahun

Menetapkan:
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

2018 tentang Pengembangan Penunjang Pariwisata Berbasis
Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 60)

MEMUTUSKAN :

Desa Wisata berbasis Desa Wisata Alam Tahun 2023
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab
dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan wisata
alam serta berkewajiban menjaga keamanan, kebersihan dan

kelestarian lingkungan hidup;
Pemerintah desa mengkoordinasikan ke pihak pemangku
kepentingan untuk jadikan Desa sebagai tujuan wisata;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan-di-Pangkajene
137 Fepruacd 2023

PANG ENE/DAN KEPULAUAN,

7

s ov':
_./?USRAN LALOGAU

Dipindai dengan CamScanner
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Desa

Kecamatan

. Desa

Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENNE DAN KEPULAUAN

NOMOR
TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA BERBASIS DESA WISATA ALAM

DAFTAR DESA BERBASIS DESA WISATA ALAM

: Panaikang
: Minasatene
: Kabba

: Minasatene

: Desa Bulu Cindea

: Bungoro

: Tabo-tabo

: Bungoro

: Biring Ere

: Bungoro

: Malaka

: Tondong Tallasa

: Lanne

: Tondong Tallasa
: Bonto Birao
: Tondong Tallasa

: Bulu Tellue

: Tondong Tallasa
: Tondongkura

: Tondong Tallasa
: Bantimurung

: Tondong Tallasa
: Taraweang

: Labakkang

: Bonto Manai

: Labakkang

: Pacanglampe

: Ma'rang

: Pitue

: Ma'rang

: Pitue Sunggu
: Ma'rang

Dipindai dengan CamScanner
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan
Desa
Kecamatan

Desa

Kecamatan :

kelurahan
Kecamatan
Desa
Kecamatan

: Baring
: Segeri
: Mattiro Ujung

: Liukang Tupabiring

: Mattiro Matae

: Liukang TupabirinG

: Mattiro Bone

: Liukang Tupabiring

: Mattiro Deceng

: Liukang Tupabiring

: Mattiro Labangeng

: Liukang Tupabiring Utara

: Mattiro Walie
Liukang Tupabiring Utara
: Balleangin
: Balocci
: Tompo Bulu
: Balocci

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 2. Surat Penyampaian untuk Melengkapi Dokumen

Penduduk (Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang)

MENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKTAT
RN D ERAL SUMBERDAYA AIR
R WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBETAN

2o %3 ) Manansar Y207 ool an (A1 MATYE RRIN) el st Lhewia 0ot

>o

Mo o
D VLY PP Mabassat bk iz

Papats) e
a
' Yih s Yampaign untuk malengkap: dokumen pandukunyg

'a Doy,
o B B|
'"3 Erg "INQ Ere, Kec, Bungoro, Kab Pangkep

sehu[,u
- ynlNgan gq
nomor: 107/5 29N surg Kepala Desa Binng Ere Kue Bungotn ¥abt Pargesp

:::': $UNgai Des, Biting 222 1anggal 03 Juni 2022 perihal penyampaan (eogenan
i kulingr ' Keg Bungoro untuk pengelolaan dastinas) vasala alarm

1. Bemasanmn Pefalu:na i ogampa.“n
!:g.’: ’;TIMQO"" leny = ';‘;’-‘ﬂton Pekenaan Umum dan Perumahan Farygat Wo
hukume?g""‘“" sum ro: Penggunaan Sumber Daya At deabutran it
da - badan sosial, atay Y3 It harus dunilin gleh instansi pemenmah Ladan
o Perorangan sang mengqunakan aw sumber ar dan

2 Pengajuan 2in .
: diajuka
Pengajuan zin N’ﬂce?u::: Pemenntan Daerah dan dokumen pendubung untus

Pangkep menga di sungai Desa B . .
Cu ke nng Ere. Keo Bungoto Yab
Rakyal No OllPRTIM'II;gfspmatma" Menten Pekenaan Umum dan Perumahan

Daya Air dan Penggunaan SJ;':;’?”B:':, :.‘.ara Perzinan Pengusahaan Sumber

3 Berdasarkan hal
(0 DO :::;:3:1 'c‘!‘latas _Pemohon agar segera mengajuran permohonan
S rukae ke sumbenlen Pekenaan Umum dan Perumahan Rakyat Gy
et syl er Daya Air dengan teriebin dahuly mengajukan
h asi Teknis ke BBWS Pompengan Jenaberang (format
permohenan dan daftar kelengkapan tertampir)

4. Diminta untuk lidak melakukan kegiatan pengerukan sebelum merdapathan 17n

Demikian di sampaikan, alas perhatian dan kenasamanya ducapkan tenma kasin

Kepala Bidang OP SDA
Balai Besar Wilayah Sungal
Pompengan Jeneberang

NIP 19681125 199603 1 001

Tembusan :
1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (sebagat laporan)

2. Kepala Wilayah Kecamatan Bungoro "
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab Pangkep
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Lampiran 3. Surat Penyampaian dan Tanggapan (Dinas Pariwisata

Kabupaten Pangkep)

PEMERINTAN

— S ewartssa gy EMUDA DAN OLAHRAGA

P - \"‘ (0410) 2311441 Pargraprn WA 11

’ Panghajene, 06 Juli 2022

qomor 3307576 Nllisparyey, oo
[ pamp Yth Bapsk Kepals Desa Desa Binngere
Lamp- . " epa
mh.] : Pen)unpmn&Tmu.M &

Bungoro

alaikum wr.wb
e
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaraga Menyambut Baik dan Mendukung. Pengembangan
Desd Wisata Biringere, dengan Menjadikan Objek Wisata Batu Payung Sebagai Destinasi Unggulan
Desa Biringere Kec. Bungoro.
Dengan Demikian Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaraga Menganjurkan Membentuh dan
\ienetapkan Objek Wisata Unggulan tersebut dengan membuat document diantaranya :
1. Membentuk Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata. Batu Payung
2. Menggali Potensi Pendukung, Budaya, Kuliner, Kearifan Lokal Serta Keunikan lainnya.
3, Pematangan Status Kawasan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Desa Bahwa Kawasan terscbut

Adalah Aset Desa.
4. Daftar Tamu Pengunjung Pada
Demikian Surat Penyampaian dan Dukungan

Terima Kasih.

Objek Wisata Batu Payung.
Kami, stas Perhatiannya Kami Ucapkan

Caaun : CP. Irvan Alyavie, ST (081 1443139)
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Lampiran 4. Surat Penyampaian (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pangkep)

i

S

PEMERINTAH KABUPATEN P
DINAS LINGKUN G PIKEPAy

2 Buton Hasarusd T p-ma:num'...nml‘ﬂ’b‘[ip

(o1
'l
angkajene, 07 .1, m;l\
044 /206 /oLH Kepadn
5 Yth K
Penyampaian m‘_"l“ Desa Birng gy,

Tempat

Menindaklanjuty St
. oo bed s Surat Saudar

;“'SSIDlnL/L/I\ vt “',n“"w:"l ()(" ! July ‘]"-|':“" Nomey

q:l.:l?‘l(:ll‘o‘:(“‘l::‘(' zlm O:’Jﬂ‘l Wisata Alam Yang mana kwu. Perihal

beber m'; h:?l ml‘:-x)l:‘rl:mkhu"“ Maka dengan iny ‘:"l.l:“lmn tersebut

api At proses  pen ™ sampaik

pPembangunan Object Wisata Alam «’«-n)‘:‘:,’.‘.".‘,',',,k'”'"""‘"""" l::
’ ut:

1. Terkait dengan kegiatan
penggal

diharapkan kepada saudarm ug:'l‘::;?'l‘)/ep;"mmk“" Sunga
Pemerintah Provins: S i rxoordinasi den
A ' ! Sulawesi Selatan (DPMPTSP -
Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM P "TS[ Provines
Selatan) dikarenakan kr\vcnu;agnn i
kegiatan yang dimaksud berada di Pl'!'!)l:'l‘:l::‘)n ok
Sulawesi Selatan (Peraturan Presiden Republik ,ln";""mu
}rjomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Prm:::,::
erizinan Berusaha di Bidang Pertamban
Batu Bara). gan Mineral dan

2. Diharapkan k.epnda saudara selaku pemrakarsa kegatan
untuk senantiasa berkoordinasi dan meminta Arahan dan
DPh!PPSP ?\abupn!en Pangkajene dan Kepulauan terkait
dengan jenis kegiatan yang saudara mohonkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Lingkungan
{ukung kegiatan yang dilaksanakan

Hidup mengapresiasi dan menc
oleh Desa Biring Ere guna mewujudkan Program Pangkep Hebat
selama kegiatan terse
Perundang-Undangan yang

Demikian surat penyampaian kami at
erima-Hasll.

but mengacu pada kaidah dan peraturan

berlaku.
as perhatian dan

kerjasamanya diucapkan t
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Lampiran 5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1503220005882

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha
(NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

: Badan Hukum Selain PT BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE
2. Alamat Kantor

: Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab.
Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 90651

No. Telepon : 081341578189

Email : bumdescitrakarya399@gmail.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  : Lihat Lampiran

(KBLI)

5. Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses

kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan
laporan pertama Waijib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan Klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai
sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pemyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau

pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Maret 2022
Perubahan ke-9, tanggal: 13 November 2023

Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
ok

:: 3
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 November 2023

Dokumen ini diferbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha,

tersimpan dalam sistem OSS, yan: menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha. yene = AP | Batai
2. Dalam hal terjadl kekeliruan isi dok inl akan dil rbail bagair i s Seriifihasi
:'41. Dok ini telah di i secara elektroni sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. ",“"‘"‘""‘

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1503220005882

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal
Klasifikasi |Perizinan Berusah: Jenis o
No.|Kode KBLI| Judul KBLI Lokasi Usaha Risiko m Toalitas Produksi Nomor SNI dan/atau SH
1 /46900 Perdagangan |Desa Biring Ere, Rendah NIB  |Untuk Sertifikasi jaminan produk
Besar BerbagaiDesa/Kelurahan Biring persiapan, halal difasilitasi BPJPH
Macam Barang|Ere, Kec. Bungoro, Kab. operasional, Pardaganaan
Pangkajene Kepulauan, dan/atau U?nu?nga ga
Provinsi Sulawesi komersial
Selatan kegiatan
Kode Pos: 90651 usaha
2 156104 Penyediaan  |Biring Ere , Rendah NIB  [Untuk Sertifikasi jaminan produk
Makanan Desa/Kelurahan Biring persiapan, halal difasilitasi BPJPH
[Keliling/Tempat|Ere, Kec. Bungoro, Kab, operasional, [makanan
\Tidak Tetap  |Pangkajene Kepulauan, dan/atau sesuai
\ Provinsi Sulawesi komersial |pesanan
Selatan |kegiatan
Kode Pos: 90651 ___lusaha
* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal
’No.a Kode KBLI ) Judul KBLI Lokasi Usaha Tingkat Risiko ! Perizinan Berussha
| Jenis Status | Keterangan
1 (78300 |Penyediaan  [Biring Ere, Desa/Kelurahan  [Rendah NIB Terbit l-
(Pendukung)|Sumber Daya |Biring Ere, Kec. Bungoro, \ |
Manusia dan [Kab. Pangkajene Kepulauan, |
Manajemen  |Provinsi Sulawesi Selatan
Fungsi Kode Pos: 90651
Sumber Daya
Manusia
2 (78200 Aktivitas Biring Ere, Desa/Kelurahan [Rendah NIB Terbit -
(Pendukung) Penyediaan |Biring Ere, Kec. Bungoro,
Tenaga Kerja |Kab. Pangkajene Kepulauan,
Waktu Provinsi Sulawesi Selatan
Tertentu Kode Pos: 90651
3 33122 Reparasi Biring Ere, Desa/Kelurahan  |Rendah NIB Terbit -
(Pendukung){Mesin Untuk |Biring Ere, Kec. Bungoro,
Keperluan Kab. Pangkajene Kepulauan,
Khusus Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos: 90651
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
" ‘P;l’aku 'l;ls’a‘na. . i N " g:rl:l‘ﬁkasi
3: Do:u"rlna: i:i’{:lah i - 'secam’ma roni sentifikat i yung' oleh BSrE-BSSN. NEBY | Elektronik
4.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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4 (79911 Jasa Informasi(Desa Biring Ere, Rendah NIB Terbit F
(Pendukung) Pariwisata Desa/Kelurahan Biring Ere,
Kec. Bungoro, Kab.
Pangkajene Kepulauan,
Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos: 90651 - -
5 (23929 lIndustri Bahan[Desa Biring Ere, Rendah NIB | Terbit -
Bangunan Dar{Desa/Kelurahan Biring Ere,
'Tanah Kec. Bungoro, Kab.
Liat/Keramik [Pangkajene Kepulauan,
Bukan Batu  |Provinsi Sulawesi Selatan
Bata Dan Kode Pos: 90651
Genteng
6 [23953 Industri Desa Biring Ee, Rendah NIB Terbit [F
Barang Dari  [Desa/Kelurahan Biring Ere,
Semen Dan  |Kec. Bungoro, Kab.
Kapur Untuk  [Pangkajene Kepulauan,
Konstruksi  |Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos: 90651 -
7 (28291 Industri Mesin |Biring Ere , Desa/Kelurahan |Rendah NIB Terbit -
'Pen:etakan Biring Ere, Kec. Bungoro,
| Kab. Pangkajene Kepulauan, {
! Provinsi Sulawesi Selatan |
Kode Pos: 90651 | |
8 |93219 |Aktivitas Biring Ere, Desa/Kelurahan  |Menengah Rendah NIB Terbit -
|(Pendukung)'taman Biring Ere, Kec. Bungoro, 'Sertifikat |Terbit -
! bertema atau |Kab. Pangkajene Kepulauan, Standar
| taman hiburan [Provinsi Sulawesi Selatan
| lainnya Kode Pos: 90651
9 !93239 Daya Tarik Biring Ere , Desa/Kelurahan [Menengah Rendah NIB Terbit -
|(Pendukung) Wisata |Biring Ere, Kec. Bungoro, Sertifikat  |Terbit -
| BuatanIBinaan‘iKab. Pangkajene Kepulauan, Standar
{ Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
| Lainnya Kode Pos: 90651
1043291 Instalasi Biring Ere , Desa/Kelurahan |Menengah Tinggi  NIB Terbit -
“ Mekanikal Biring Ere, Kec. Bungoro, Sertifikat |- Belum Lakukan
\ Kab. Pangkajene Kepulauan, Standar |Terverifikasi pemenuhan standar|
\‘ Provinsi Sulawesi Selatan | - Lakukan melalui 0ss.go.id
| Kode Pos: 90651 pemenuhan  paling lambat 90
| persyaratan  (sembilan puluh)
/ melalui hari kerja sebelum
0s8s.go.id waktu perkiraan
/’ [ mulai
/ | beroperasi/produksi
1 /14120 \Penjahitan Biring Ere, Desa/Kelurahan  [Menengah Tinggi  NIB Terbit -
/(Pendukung) Dan Biring Ere, Kec. Bungoro, Sertifikat |- Belum Lakukan
/ Pembuatan  [Kab. Pangkajene Kepulauan, Standar  |Terverifikasi pemenuhan standar
| \Pakaian |Provinsi Sulawesi Selatan - Lakukan melalui oss.go.id
| Sesuai Kode Pos: 90651 pemenuhan  paling lambat 80
‘ Pesanan persyaratan  (sembilan puluh)
| melalui hari kerja sebelum
‘; 055.90.id waktu perkiraan
| ; mulai
! ! beroperasi/produksi
12]43224 \Instalasi Biring Ere, Desa/Kelurahan |Menengah Tinggi  NIB Terbit -
!(Pendukung)‘;Pendingin Dan|Biring Ere, Kec. Bungoro, Sentifikat |- Belum Lakukan
|Ventilasi Kab. Pangkajene Kepulauan, Standar |[Terverifikasi pemenuhan standar
iUdara Provinsi Sulawesi Selatan ! - Lakukan |melalui oss.go.id
‘ Kode Pos: 90651 pemenuhan  paling lambat 90
i persyaratan |(sembilan puluh)
| melalui 'hari kerja sebelum
| 1 0ss.go.id iwaktu perkiraan
1. ini sistem OSS data dari Pelaku Ussha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha. Balai
2. Dalam hal terjadi kek Isi dok ini akan b i i &ls«uﬁhﬁ
3. ini telah di secara sertifikat yang oleh BSrE-BSSN. N | Elektronik
4. Data lengkep Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sislem OSS menggunakan hak akses.
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| ' mulai
! beroperasi/produksi
13]'43905 Penyewaan  [Desa Biring Ere, Menengah Tinggi |NIB Terbit 5
Alat Konstruks{Desa/Kelurahan Biring Ere, Sertifikat |- Belum Lakukan
Dengan Kec. Bungoro, Kab. Standar  [Terverifikasi |[pemenuhan standar]
Operator Pangkajene Kepulauan, - Lakukan melalui 0ss.go.id
Provinsi Sulawesi Selatan pemenuhan  [paling lambat 80
Kode Pos: 90651 persyaratan | bilan puluh)
melalui hari kerja sebelum
oss.go.id waktu perkiraan
mulai
beroperasi/produksi

. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yan:

g tercantum dalam lampiran ini.

1
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi ~dan/; peng. 1 p han persyaratan dan/at kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4, Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.
8 Polok et 2" Sstom 0SS b data dari Pelaky Usaha, tersimy
g Dalam hal terjadi kekelinuan Isi dok 9. tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
. Dokumen ini telah ditand, 2 ini akan dilakuk rbai b
4. Data lengkep Perizingn ch:eha::::’:d‘;,.,d,h 3 sertifikat ele ik yan; i ’g:::iiﬁlu:l
malalu)s:slemOsSmanggunnkanhakzksn. CIEIEOSIN, " Elaktronik
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Lampiran 6. Daftar Nama Narasumber Penelitian

1.

9.

Irfan Alyafie, S.T selaku Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten
Pangkep

Hamzah, S.E. selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP
Kabupaten Pangkep

Hj. Fitriani, S. Sos., MM. Selaku Kepala Bidang Pengawasan,
Promosi, dan Pengendalian Penanaman Modal Kabupaten
Pangkep

Muhammad Muhdar Taufik, S.T., Mpd. Selaku Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep

Ahmadi, S.T. selaku Pejabat fungsional

Iptu Wildan Syaugil Umam, S.Tr.K selaku Kepala Unit Tindak
Pidana Tertentu Satreskrim Polres Pangkep

Bripka Nasrullah selaku Staff Unit Tindak Pidana Tertentu
Satreskrim Polres Pangkep

M. Syawir S selaku Kepala Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro
Kabupaten Pangkep

La’bang selaku Ketua RT 01

10.H. Kardi selaku Kepala Dusun Desa Biring Ere
11. Ardi selaku masyarakat Desa Biring Ere

12. Agus selaku masyarakat Desa Biring Ere

13. Wati selaku masyarakat Desa Biring Ere
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